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ABSTRAKSI 
 
 
Nama   : Rifaldi 
Nim  : 201310110311110 
Judul   : Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo   
   Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Tanah 
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga SH., M.Hum 
    Catur Wido Haruni SH., M.Si., M.Hum 
 
Pada Tahun 2016 lebih dari 3000 Peraturan Daerah telah dibatalkan oleh 
Kementerian Dalam Negeri. Akibat dari pembatalan ini kerugian yang diderita 
oleh negara mencapai triliunan rupiah, karena biaya dalam pembuatan 1 Peraturan 
Daerah mencapai Rp300 juta. Hal ini disebabkan oleh pembentukan Peraturan 
Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 251 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan hal-hal yang dapat 
membatalkan Peraturan Daerah adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.  
Dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang dibatalkan tidak berarti 
Peraturan daerah yang tersisa semuanya tidak bermasalah. Salah satu Peraturan 
Daerah bermasalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah Peraturan Daerah 
Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015. Permasalahan yang ditemui adalah 
payung hukum dan materi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 bersandar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2004, yang dimana Undang-Undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah 
Konstitusi melalu putusan Nomor/PUU-XI?2013. Pembatalan tersebut telah 
dilakukan 2 Tahun sebelum Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo.Tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan Peraturan Daerah Provinsi 
Gorontalo No 1 Tahun 2015. Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan yaitu  
pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui model 
studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian bahawa Peraturan Daerah 
Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 secara materil tidak absah namun secara 
formil masih berlaku.  
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ABSTRACT 
 
 
Name  : Rifaldi 
Nim  : 201310110311110 
Title  : Juridical Analysis Of The Validity Of The Regulation Region Of   
The Province Of Gorontalo Number 1 Year 2015 on managing 
Groundwater 
Counselor : Dr. Surya Anoraga SH., M.Hum 
    Catur Wido Haruni SH., M.Si., M.Hum 
 
In the year 2016 over 3000 local regulations have been cancelled by the 
Ministry of Internal Affairs. A result of this cancellation losses suffered by the 
State reach trillions of rupiah, because the costs in making 1 local regulations 
reach Rp300 million. This is caused by the formation of local regulations that do 
not comply with the legislation. In Article 251 Act Number 23-year 2014, 
mentioning things that can cancel the local regulations is contrary to the 
provisions of legislation, public interest, and/or decency. With a large number of 
local regulations that are canceled do not mean the remaining area Regulations all 
not problematic. One of the problematic areas of the Regulations in this article are 
the Gorontalo Province Area Regulation number 1 of the year 2015. The problems 
encountered are the umbrella law and material contained in the regulations of the 
province of Gorontalo Area number 1 Year 2015 based on Act No. 7 of the year 
2004, in which the legislation has been revoked by the Supreme Court through the 
verdict number/PUU-XI? 2013. The cancellation had done two years before 
Regulations Gorontalo Provinces. The purpose of this research is to know the 
validity of the Regulation region of Gorontalo Province No. 1 year 2015. The 
authors use research methods, namely normative juridical approach, with the 
techniques of data collection through model studies library (library research). The 
results of research that the Regulations of the province of Gorontalo Area number 
1 of the year 2015 are not valid material but are formyl still apply.  
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